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PERANAN DAN FUNGSI PAJAK MENURUT ISLAM
Eka Sriwahyuni
Dosen Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam
Abstarak: Kajian bagaimana hubungan antara zakat dan pajak sangat perlu dilakukan, karena subjek
keduanya adalah sama, yaitu kaum Muslim. Berbeda dengan jizyah dan kharaj, subjeknya adalah
non-Muslim. Zakat dan pajak adalah dua kewajiban sekaligus terhadap agama dan negara. Zakat dan
pajak adalah dua kewajiban yang sama-sama wajib atas diri kaum Muslim. Hanya saja pajak
diberlakukan untuk kondisi tertentu. Dari segi sejarah Islam, zakat adalah pendapatan negara utama
setelah ghanimah, fay’i, kharaj dan jizyah. Ghanimah, fay’i, kharaj dan jizyah tidak diperuntukkan
khusus untuk fakir miskin, melainkan sebagai peruntukan umum. Zakat bukan hanya dijadikan
sebagai biaya sosial yang sifatnya sukarela namun zakat jugamerupakan  hak negara yang diwajibkan
atas kaum Muslim yang mampu, sebagai bentuk jaminan kehidupan bagi kaum yang lemah (dhu’afa).
Kata Kunci: Peranan, Fungsi, Pajak
Pendahuluan
Ada beberapa definisi mengenai pajak, diantaranya yaitu menurut Yusuf Qardhawi
dalam kitabnya Fiqh Az-Zakah, Ia menyatakan bahwa:
Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Wajib Pajak, yang harus disetorkan
kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan
hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk
merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai
oleh negara.
Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Menyatakan bahwa:
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Dalam Al-Quran (bahasa Arab) hanya satu kali saja terdapat  kata “pajak” yaitu
terdapat pada terjemahan QS Al-Taubah [9]:29).
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29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian,
dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan
agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka
membayar (jizyah) dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.
Konsep pajak sebenarnya sudah digunakan sejak zaman Rasulullah, pada masa
pemerintahannya, Rasulullah menerapkan jizyah (pajak) yakni pajak yang dibebankan kepada
orang-orang yang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan keselamatan jiwa, harta
milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian dari wajib militer. Selain itu
rasulullah juga menerapkan sistem kharaj, yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non-
muslim ketika wilayah Khabair ditaklukan, tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum
muslimin dan pemilik lamanya diberi hak untuk mengelolah tanah tersebut dengan status
sebagai penyewa dan bersedia membirikan separoh hasil produksinya kepada negara. Dalam
perkembangannya kharaj menjadi sumber pemasukan bagi negara.1
Pada masa khalifah Umar, mengintruksikankepada gubernur agar menarik zakat dari
satu kuda yang bernilai 20.000 sebesar satu Dinar dan didistribusikan kepada fakir miskin serta
budak-budak. Pasca penaklukan Syiria, Sawad (Irak), dan Mesir, pendapatan Bait al-Mal
meningkat secara substansial, kharaj dari Sawad mencapai seratus juta dinar dan dari Mesir
dua juta dinar. Dalam penetapan kharaj Umar sangat teliti dan memperhatikan jangan sampai
memberikan beban yang melebihi dari kemampuan penyewa. Khalifah Umar menentukan
jizyah senantiasa melihat kondisi daerah yang berbeda-beda. Kepad penduduk Syam  dan
Mesir, ditentukan 4 dinar bagi yang kaya, 2 dinar bagi kalanan menengah, dan 1 dinar bagi
orang miskin yang mempunyai penghasilan. Dan mewajibkan kepada mereka untuk memberi
makn kepada tentara muslim. Kepada penduduk Irak, diwajibkan membayar jizyah sebesar 48
dirham bagi orang kaya, 24 dirham bagi kalangan menengah, dan 12 dirham bagi orang miskin
yang  berpenghasilan.
Khalifah Ustman membuat beberapa perubahabn administrasi tingkat atas dan
pergantian gubernur, untuk menutupi kebutuhan dana negara.hasilnya, ada peningkatan
pemasukan dari kharaj dan jizyah yang berasal dari Mesir meningkat dua kali lipat dari 2 juta
1 Yusuf Qardlawi, Hukum Zakat, 1997, Jakarta: Pustaka Litera InterNusa, hal. 26
dinar menjadi 4 juta dinarsetelah dilakukan pergantian gubernur dari Amr kepada Abdullah bin
Said.
Khalifah Ustman menerapkan kebijakan membagi-bagikan tanah negara kepada
individu-individu untukntujuan reklamasi, dari hasil kebijakan ini negara memperoleh
pendapatan sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan pada masa
Khalifah Umar yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut.2
Khalifah Ali, menetapkan pajak terhadap pemilik hutan sebesar 4.000 dirhamdan
menizinkan Ibnu Abbas, gubernurKufah memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan
diadakan sebagai bumbu masakan. Khalifah Ali menolak pendapat Khalifah Umar dalam
pendistribusian Bait Al-Mal dengan tidak mendistribusikan seluruh pendapatannya, tetapi
menyimpan sebagai cadangan. Alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap sama
sebagaimana halnya masa Khalifah Umar, pengeluaran untuk armada laut dihilangkan, karena
sepanjang wilayah pantai Syiriah, Palestina, dan Mesir berada dalam kekuasaan Muawiyah.
Berkaitan dengan pembahasan pajak tidak lepas dari adanya pembiyaan yang
dilakukan pemerintah untuk melakukan kegiatan. Kegiatan pemerintah semakin meningkat
baik dalam masyarakat kapitalis maupun lebih-lebih dalam masyarakat sosialis. Sebagai
konsekuensinya maka diperlukan pembiayaan-pembiayaan  atau pengeluaran pemerintah yang
tidak sedikit jumlahnya sesuai dengan semakin luasnya kegiatan pemerintah itu. Agar supaya
biaya bagi pengeluaran pemerintah itu dapat dipenuhi maka pemerintah memerlukan
penerimaan (pajak). Peneriman inilah yang akan dikupas lebih rinci lagi dalam pembahasan
makalah ini bagaimanakah peranan dan fungsinya menurut Islam.3
1. Fungsi Pajak
1.a Sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia adalah pajak. Terdapat dua fungsi
pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keungan negara) dan fungsi regularend
(pengatur).
1.b Fungsi Budgetair (Sumber Keungan Negara)
Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak erupakan salah satu sumber
penerimaan pemerintah untuk membiyai pengeluaran baik rutin maupun
pembangunan. Sebagai sumber keungan negara, pemerintah berupaya memasukkan
uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara
ekstentifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan
peraturan berbagai berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
1.c Fungsi Regularend (pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur
atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta
mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberpa contoh penerapan
pajak sebagai fungsi pengatur adalah:4
a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi
gaya hidup yang konsumtif. Semakin mewah suatu barang, maka tarif pajak
yang dikenakan semakin tinggi, sehingga harga barang tersebut semakin mahal.
2 Ibid, hal. 29
3 Nuruddin Ali, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, 2006, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
hal. 20
4 Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus (edisi 4), 2008, Jakarta: Salemba Empat, hal. 3
Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar masyarakat tidak berlomba-lomba untuk
mengkonsumsi barang mewah tersebut.5
b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi
konsumsi minuman keras.
c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, hal ini dimaksudkan agar para pengusaha
dapat memasarkan hasil produksinya ke pasar Dunia sehingga dapat
meningkatkan devisa negara.
d. Pemberlakuan tax holday, hal ini dimaksudkan untuk menarik Investor asing
agar menanamkan modalnya di Indonesia.
2. Kedudukan Hukum Pajak6
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., Hukum Pajak mempunyai kedudukan
di antara hukum-hukum sebagai berikut:
a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu
lainnya.
b. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.
Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum
publik.
Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut Lex Specialis derogat
Lex Generalis, yang artinya peraturan khusus lebih di utamakan daripada peeraturan umum
atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku
ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum
pajak, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada
sebelumnya.
Hukum pajak menganut paham imperatif,7 yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda.
Misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari Direktur Jendral Pajak
bahwa keberatan tersebut diterima, maka wajib pajak yang mengajukan keberatan terlebih
dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan hukum pidana
yang menganut paham opurtunitas, yakni pelaksanaannya dapat ditunda setelah ada keputusan
lain.
Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak
dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak yakni:
1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan,
perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan
pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul
dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.
Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum materiil
menjadi kenyataan. Hukum ini memuat antara lain:
a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
b. Hak-hak fiscus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai
keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
5 Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus,  hal. 3
6 Mardiasmo, Perpajakan, 2003, Yogyakarta: Andi, hal. 4
7 Mardiasmo, Perpajakan, hal. 4
c. Kewajiban wajib pajak misalnya penyelenggaraan pembukuan/pencatatan, dan
hak-hak Wajib Pajak misalnya pengajuan keberatan dan banding. Contoh: Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan.8
3. Jenis-Jenis Pajak
Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:
pengelompokan menirut golongan, menurut sifat, dan menuryt lembaga pemungutnya.
1. Menurut Golongan
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
a. Pajak Langsung: yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan
tidak dapat dibebankan kepada pihak lain Contoh: Pajak Penghasilan
b. Pajak Tidak langsung: yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepda orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak
langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat
dalam kewajiban pemenuhan perpajakan.  Ketiga unsur tersebut terdiri atas:
a. Penanggungjawab Pajak, adalah orang yang secara formalyuridis diharuskan
melunasi pajak.
b. Penanggung Pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu
beban pajaknya.
c. Pemikul Pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.
Jika ketiga unsur itu ditemukan pada seseorang maka pajaknya dusebut Pajak
Langsung, sedangkan jika ketiga unsr tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang
maka pajaknya disebut Pajak Tidakk Langsung.
2. Menurut sifat
Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
a. Pajak Subjektif: yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti
memperhtikan keadaan diri Wajib Pajak.9 Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam
PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orng pribadi. Pengenaan PPh untuk orang
pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan,
banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak Tersebut
selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.10
b. Pajak Objektif: yaitu pajak yang berpangkal ada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh:  Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungut
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
a. Pajak Negara (Pajak Pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan intuk membiyai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN
dan PPnBM, PBB, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
8 Mardiasmo, Perpajakan, hal. 5
9 Mardiasmo, Perpajakan, hal. 5
10 Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus,  hal. 3
b. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat
I (pajak provinsi) maupun  daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan
untuk membiyai rumah tangga daerah masing-masing.
Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor, serta Pajak Pengabilan dan Pemanfaatan Aiur Bawah Tanah dan Air Permukaan.
Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak
Parkir.11
4. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak12
Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah
sebagai berikut:
1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib
Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Derektorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan
usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjada pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa
Idonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah,
serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak
tempat Wajb Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh
Direktorat Jendral Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan
satuan mata uang Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau
berdasrkan Peraturan Mentri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran
Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Mentri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan
bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan ppenghasilan yang diperoleh,
kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
b.memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan
memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau
c. memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.13
Hak-hak Wajib Pajak
Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai
berikut:
1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
11 Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus,  hal. 9
12 Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus,  hal. 24
13Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus,  hal. .24
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jendral Pajak.14
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan
pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan
pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atas suatu:
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan
Keberatan.
8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan
memenuhi kewajiban sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
9. Memperolah pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas
keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak
menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum
Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih
besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakuknya
UU No. 28 Tahun 2007.15
5. Sanksi Pepajakan16
Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa
dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib
Pajak tidak melanggar norma perpajakan.
Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi
Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada
yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja,
dan ada pula yang diancam dengan kedua sanksi tersebut sekaligus.
Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut undang-undang perpajakan
adalah:17Sanksi administrasi Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang
berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan.
Sebgai alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiscus agar norma perpajakan
dipatuhi.
a. Ketentuan sanksi administrasi18
14 Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus,  hal.  25
15 Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus,  hal. 26
16Mardiasmo, Perpajakan, hal. 39
17 Mardiasmo, Perpajakan, hal. 40
18 Mardiasmo, Perpajakan, hal. 40
Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrsi,
yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.
b. Ketentuan sanksi pidana
Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macamsanksi pidana,
yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara. Denda pidana berbeda dengan sanksi berupa
administrasi yang hanya di ancam/ atau dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar
ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib
Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang
melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang berdifat pelanggaran
maupun bersifat kejahatan. Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang
bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana
kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang
diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana
sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian. Pidana penjara seperti
halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara
diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang di tunjukkan kepada
pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.
Syari’at Islam adalah hukum atau peraturan yang datag dari Allah Swt., baik melalui
Al-Quran, Sunnah Nabi-Nya, maupun ikutandari keduanya berupa Ijma dan Qiyas. Jika aturan
itu bukan datang dari Allah Swt., ia tidaklah disebut syariat.19
Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah dharibah, yang
artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau memebebankan,
dan lain-lain.
Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai
banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta
yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas bahwa jizyah dan kharaj dipungut
secara dharibah, yakni secara wajib.20Bahkan sebagian ulama menyebut kharaj merupakan
dharibah. Jadi, dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain
jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya bisa dikatakan dharibah.
Dalam kitab Al Ahkam al Sultaniyah karya Imam Al Mawardi, kharaj diterjemahkan
dengan pajak, melainkan tetap disebut jizyah. Dalam kitab Shahih Abu Daud, seorang
pemungut jizyah diterjemahkan dengan seorang pemungut pajak, padahal yang dimaksud
adalah petugas jizyah. Dalam kitab Al-Umm karya Imam Syafi’i, jizyah diterjemahkan dengan
pajak.
Dari berbagai penerjemahan ini tampaknya pengertian jizyah, kharaj, dan lain-lain
disatukan kedalam istilah pajak. Padahal seharusnya tidak demikian, masing-masing nama
tentu berbeda subjek dan objeknya.21
Istilah pajak (dharibah) juga tidak bisa untuk menyebut ‘ushr (bea cukai), yakni
pungutan yang di pungut dlam besaran tertentu dari importir atau eksportir yang bukan warga
negara Khilafah, baik muslim maupun dzimmi, dan bukan mu’ahad. Sebab, ‘ushr besarnya
sama dengan besaran yang dipungut oleh negara mereka dari warga negara Khillafah ketika
mengimpor komoditas dari negara tersebut atau mengekspor komoditas ke negara tersebut.
Ada sebuah hadist yang berbunyi, “ Tidak masuk surga petugas pajak“. Para ulama
menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan petugas pajak ini adalah “ Orang yang mengambil
19 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, 2011, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 16
20 Yahya Abdurrahman, Dharibah (pajak), http://Hayatulislam.net, Publikasi 04 Mei 2005
21 Yahya Abdurrahman, Dharibah (pajak, hal. 29
‘ushr dari harta kaum Muslim secara paksa, melampaui batas sehungga di khawatirkan dosa
dan sanksi baginya. Petugas pemungut ‘ushr dalam hadist ini juga diterjemahkan sebagai
petugas pajak, padahal maksudnya adalah petugas pemungut ‘ushr.22
Dalam sistem ekonomi konvesional (non-Islam), kita juga mengenal adanya istilah
pajak (tax), seperti dalam definnisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Rahmat Soemitro di
atas. Pajak disini maknanya adalah sebuah pungutan wajib; berupa uang yang harus  dibayar
oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan
pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Jadi, pajak (tax) adalah harta yang
dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara.
Pengertian ini adalah realitas dari dharibah sebagai harta yang dipungut secara wajib
dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan demikian, dharibah bisa kita artikan
dengan pajak (muslim). Istilah dharibah dalam arti pajak (tax) secara syar’i dapat kita pakai
sekalipun istilah pajak (tax) itu berasal dari Barat, karena realitasnya ada dalam sistem ekonomi
Islam.23
Untuk menghindari kerancuan makna antara pajak menurut syari’at dengan pajak
(tax) non-Islam, maka dipilhlah padanan kata dalam bahasa Arab, yaitu dharibah. Dharibah
adalah pajak tambahan dalam Islam, yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak (tax)
menurut teori ekonomi non-Islam.
Bagaimana dengan kharaj dan jizyah? Oleh karena objek dari kharaj adalah tanah,
maka jika dipakai istilah pajak untuk kharaj dalam sistem ekonomi Islam akan rancu dengan
istilah pajak atas penghasilan atau pendapatan. Untuk itu, biarkanlah pajak atas tanah disebut
dengan kharaj saja. Demikian pula dengan jizyah, objeknya adalah jiwa, tidak sama dengan













Definisi dan Karakteristik Pajak (Dharibah) Menurut Syariat
Ada beberapa ulama yang mendefinisikan tentang pajak, tetapi disini penulis hanya
menuliskan satu definisi saja yang dikutif dari buku Gusfahmi yaitu Abdul Qadim Zallum
dalam kitabnya Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, beliau berpendapat bahwa: pajak adalah harta
yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai pos-pos
pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada
uang/harta.
22 Yahya Abdurrahman, Dharibah (pajak, hal. 29
23 Yahya Abdurrahman, Dharibah (pajak, hal. 29
24 Yahya Abdurrahman, Dharibah (pajak, hal.  30
Dari definisi  yang dikemukakan oleh Zallum tersebut, menurut Gusfahmi terangkum
lima unsur  pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak
menurut syariat, yaitu:25
1. Diwajibkan oleh Allah Swt.
2. Objek  adalah harta (al-maal).
3. Subjeknya kaum Muslim yang kaya (ghaniyyun) saja, dan tidak termasuk non-
Muslim.
4. Tujuannya hanya untuk memebiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim) saja.
5. Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat (khusus) yang harus segera diatasi
oleh Ulil Amri.
Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penirimaan negara
menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur:26
1. Harus adanya nash (Al-Quran dan Hadist) yang memerintahkan setiap sumber
pendapatan dan pemungutannya.
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslim dan non-Muslim.
3. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan
golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.
Ada beberapa ketentuan tentang pajak (dharibah) menurut syariat Islam, yang
sekaligus membedakannnya denagn pajakdalam sistem kapitalis (non-Islam), yaitu:27
1. Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh dipungut
ketika Baitul Maltidak ada harta atau kurang. Ketika Baitul Mal sudah terisi kembali,
maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut,
sesungguhpun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak
menurut non-Islam (tax) adalah abadi (selamanya).
2. Pajak (dahribah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan
kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiyaan
wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam (tax)
ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-
Muslim. Sebab, dharibah dipungut untuk membiyai keperluan yang menjadi bagi
kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak
non-Muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
4. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut
dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari
pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya
menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non-Islam (tax), pajak
kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB  atau PPN yang tidak
mengenal siapa subjeknya, melainkan semata-mata melihat objek (barang atau jasa)
yang dimiliki atau dikuasai atau dikonsumsi.
25 Yahya Abdurrahman, Dharibah (pajak, hal.  32
26 Yahya Abdurrahman, Dharibah (pajak, hal. 32
27 Yahya Abdurrahman, Dharibah (pajak, hal. 32
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5. Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang
diperlukan, tidak boleh lebih. Jika sudah cukup maka pemungutannya dihentikan.
Sedangkan teori pajak non-Islam (tax) tidak ada batasan pemungutan, selagi masih
bisa dipungut akan terus dipungut.
6. Pajak (dharibah) dapat dihapus, bila sudah tidak diperlukan. Sedangkan menurut
teori pajak non-Islam (tax), pajak tidak akan dihapus karena hanya itulah satu-
satunya sumber pendapatan. Hubungan Zakat dengan Pajak28
Sumber-sumber pendapatan negara, berdasarkan sumber dan tujuan penggunaannya,
dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu ghanimah, shadaqah dan fay’i. Zakat
termasuk dalam kelompok shadaqah. Shadaqah terbagi atas shadaqah wajib (mafrudhah), yaitu
zakat dan shadaqah sunnah (tathawwu’), yaitu infaq. Kedua jenis peneriamaan ini sudah sangat
jelas peruntukkannya dalam Al-Quran dan Hadist.
Mengkaji bagaimana hubungan antara zakat dan pajak sangat perlu dilakukan, karena
subjek keduanya adalah sama, yaitu kaum Muslim. Berbeda dengan jizyah dan kharaj,
subjeknya adalah non-Muslim. Zakat dan pajak adalah dua kewajiban sekaligus terhadap
agama dan negara. Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh Dr. Yusuf Qardhawi dalam
kitabnya fiqh Az-Zakah. Qardhawi memandang bahwa zakat dan pajak adalah dua kewajiban
yang sama-sama wajib atas diri kaum Muslim. Hanya saja pajak diberlakukan untuk kondisi
tertentu.
Terkait zakat dan pajak, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang
mengikat, antara lain:29
1. UUD 1945, Bab VIII Hal Keuangan, Pasal 23A, menyatakan bahwa: “pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UU.”
Zakat dalam hal ini termasuk kelompok pungutan lain yang bersifat memaksa.
2. UUD 1945, Bab XIV Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan  Sosial, Pasal 34,
menyatakan bahwa: “(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh
Negara; (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan; (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak; (4) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.” Pasal ini    merupakan
bentuk jaminan negara atas nasib fakir miskin yang merupakan domain zakat.
Islam memandang persoalan ekonomi, khususnya masalah kemiskinan adalah
masalah penting yang harus ditangani oleh khalifah, sehingga zakat ditempatkan sebagai
Rukun Islam ke-3 sesudah Shahadat dan Sholat. Sedemikian ppentingnya zakat sehingga
Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq menghukum orang-orang yang menentang zakat.30
Dari segi sejarah Islam, zakat adalah pendapatan negara utama setelah ghanimah,
fay’i, kharaj dan jizyah. Ghanimah, fay’i, kharaj dan jizyah tidak diperuntukkan khusus untuk
fakir miskin, melainkan sebagai peruntukan umum, seperti menggaji tentara, gaji pegawai,
pembangunan fisik, dan kegunaan umum lainnya. Lain halnya dengan zakat, ia mempunyai
peruntukan khusus yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt. (QS Al-Taubah [9]:60)31
28 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, hal. 183
29Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah hal. 188
30 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, hal. 198
31 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, hal. 198
Dengan zakatlah dijamin kesejahteraan fakir miskin dan para asnaf lainnya, yang
mana 8 kelompok ini adalah orang-orang yang dijamin rizki mereka oleh Allah Swt. Melalui
zakat. Ghanimah, kharaj, jizyah, tidak selalu ada, tapi zakat akan selalu ada karena bersumber
dari kebutuhan pokok seperti: ternak onta, sapi dan kambing, hasil perdagangan, harta emas
dan perak. Kesemuanya akan selalu ada sebagai kebutuhan pokok manusia, sehingga mudah
diperoleh oleh pemerintah sebagai pendapatan. Jika zakat hanya dijadikan sebagai biaya sosial
yang sifatnya sukarela, maka hal ini sungguh menyalahi aturan Allah Swt. dan menyia-nyiakan
nasib fakir miskin. Zakat adalah hak negara yang diwajibkan atas kaum Muslim yang mampu,
sebagai bentuk jaminan kehidupan bagi kaum yang lemah (dhu’afa).
Penutup
Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban yang
harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak kepada kas negara tanpa mendapat jasa timbal, yang
langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Seperti
halnya pajak, zakat juga merupakan sumber pedapatan negara demi kepentingan untuk
menjamin atas nasib fakir miskin. Pajak dan zakat merupakan pungutan yang sifatnya
memaksa, karena keduanya merupakan dua kewajiban sekaligus terhadap negara dan agama.
Pajak (dharibah) berbeda hal nya dengan jizyah maupun kharaj, meskipun sama-sama
berupa pungutan, tetapi objek dan subjeknya berbeda. Objek dari dharibah adalah Harta Selain
Zakat dan subjeknya kaum Muslim, sedangkan jizyah dan kharaj masing-masing objeknya
yaitu Jiwa dan Tanah Taklukkan, dan subjeknya adalah Non-Muslim. Terangkum lima unsur
pokok yang merupakan unsur penting terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat yaitu;
diwajibkan oleh Allah Swt, objeknya adalah harta, subjeknya kaum muslim, tujuannya hany
untuk membiyai kebutuhan kaum Muslim saja, dan diberlakukan hanya karena adanya kondisi
darurat.
Referensi
Gusfahmi. 2011. Pajak Menurut Syariat. Jakarta: Rajawali Pers.
Resmi, Siti. 2008. Perpajakan: Teori dan Kasus. Yogyakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Yogyakarta: Andi
Qardlawi, Yusuf. 1997. Hukum Zakat. Jakarta: Pustaka Lintera InterNusa.
Ali, Nuruddin. 2006. Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.
Yahya Abdurrahman, Dharibah (pajak), http://Hayatulislam.net, Publikasi 04 Mei 2005
